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Abstract

This study discusses about Japanese policy to stand in the Trans Pacific
Partnership after United States withdrew from membership. The purpose of this
study was to find out the internal and external factors that influenced Japan to
remain in the TPP after the United States left from the membership. Based on the
research that has been done, the author found that Japan's decision to remain in
the Trans Pacific Partnership is due to the consideration of domestic politics and
international context. From the consideration of domestic politics, there are some
incentive from the Liberal Democratic Party and Japan Business Federation that
influenced Japanese government to stay in the TPP, while from the consideration
of international context, United States’ decision to leave from TPP membership

would actually make Japan become the largest economy in the TPP.
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Pendahuluan

Trans Pacific Partnership merupakan sebuah perjanjian mitra dagang
mengenai perdagangan bebas antara 12 negara di Asia Pasifik yaitu Australia,
Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura,

Amerika Serikat, dan Vietnam. Melalui TPP, negara-negara peserta berusaha untuk
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meluaskan perdagangan dan investasi mereka serta menetapkan peraturan dan
disiplin baru di kawasan tersebut selain yang sudah ada di World Trade
Organization (WTQO). TPP memberikan peluang bagi para anggota untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka dan membuka lapangan kerja melalui
peluang perdagangan dan investasi yang tersedia (Fergusson, McMinimy, &
Williams, 2016).

Perjanjian TPP terdiri dari tiga puluh bab yang mencakup tarif atas barang dan
jasa, kekayaan intelektual, aturan e-commerce, standar tenaga kerja dan lingkungan,
mekanisme penyelesaian sengketa, dan aspek lainnya yang terkait dengan
perdagangan global. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk menciptakan
kawasan ekonomi yang sepenuhnya terintegrasi dan menetapkan aturan yang
konsisten untuk investasi global (McBride, 2018). TPP berbeda dengan perjanjian
perdagangan perdagangan bebas yang lain. Perjanjian perdagangan bebas pada
umumnya meliberalisasi perdagangan barang dalam bentuk fisik, namun perjanjian
TPP meliputi berbagai macam barang dan jasa. Selain itu, dalam perjanjian TPP
memiliki tingkat liberalisasi yang tinggi karena hampir tidak ada barang yang
dikecualikan dari skema liberalisasi impor (Brooks, 2018, hal. 3).

Pada tanggal 23 Juli 2013, Jepang secara resmi bergabung dalam Kemitraan
Trans-Pasifik (TPP). Bagi Jepang, partisipasinya di TPP berpotensi mengubah
perekonomian Jepang dengan menyediakan akses yang belum pernah ada
sebelumnya di pasar Jepang bagi eksportir dan investor asing. Kerjasama
perdagangan bebas dalam TPP memungkinkan Jepang untuk membuka pasarnya
lebih luas dengan negara-negara lain khsunya negara-negara yang berada di Asia
Pasifik (Cooper & Manyin, 2013, hal. 2).

Keikutesertaan Jepang dalam TPP ini kemudian mengalami hambatan ketika
Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari TPP. Trump menganggap
bahwa perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan olen Amerika Serikat di TPP
ini sangatlah merugikan bagi warga Amerika Serikat karena membuat peluang
mereka untuk bekerja menjadi sedikit. Atas dasar inilah Presiden Trump kemudian
memutuskan untuk keluar dari TPP demi melindungi lapangan pekerjaan bagi

warga negara Amerika Serikat (Aron, 2017). Keluarnya Amerika Serikat dari TPP
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membuat volume perdagangan antara negara-negara yang tersisa menjadi
berkurang dari rencana semula. Padahal Amerika Serikat merupakan tujuan pasar
bagi negara-negara anggota untuk memperbaiki perekonomian mereka dengan cara
menembus pasar Amerika Serikat (Yoshida, 2017).

Pada awal keputusan Amerika Serikat keluar dari TPP, Shinzo Abe
mengatakan bahwa TPP tidak berarti apa-apa tanpa Amerika Serikat karena
Amerika Serikat merupakan penyeimbang dan dasar dari adanya TPP (Yoshida,
2017). Pernyataan Abe mengenai keluarnya Amerika Serikat dari TPP seakan
menyiratkan bahwa Jepang sudah tidak yakin lagi dengan statusnya sebagai
anggota dari TPP. Akan tetapi, setelah melewati berbagai diskusi, anggapan Abe
mengenai TPP yang tidak berarti tanpa Amerika Serikat kemudian mengalami
perubahan.

Walaupun Amerika Serikat keluar dari TPP, Jepang memutuskan untuk tetap
bertahan karena Jepang masih membutuhkan TPP. TPP digunakan sebagai salah
satu strategi untuk memajukan perekonomian Jepang. Jepang menganggap bahwa
ekspor dan investasi yang dijanjikan oleh TPP sebagai pendorong utama
pertumbuhan jangka panjang Jepang. TPP bukan hanya kesepakatan ekonomi tapi
sebuah pencapaian strategis oleh Jepang dan Amerika Serikat untuk menempatkan
diri mereka di garis depan sebagai pembuat peraturan regional mengenai
perdagangan (Jackman, 2017). Selain itu, dalam TPP Amerika Serikat bukanlah
satu-satunya kekuatan hegemoni lagi.

Kerangka Teori

Untuk menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan Jepang bertahan di
TPP penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri
menurut William D. Coplin. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri yang dihasilkan
oleh suatu negara merupakan hasil dari tiga pertimbangan. Ketiga pertimbangan
tersebut adalah kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer, serta
konteks internasional (Coplin & Marbun, 2003, hal. 30).

Kondisi politik dalam negeri berpengaruh terhadap proses pembuatan

kebijakan luar negeri karena kebijakan luar negeri ini merupakan hasil dari aktivitas
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aktor politik yang terjadi di dalam negeri. Para aktor dalam negeri tersebut
kemudian saling berinteraksi dan berupaya untuk memberikan pengaruhnya dalam
proses perumusan kebijakan luar negeri atau dalam istilah Coplin disebut dengan
policy influencer. Policy influencer terbagi menjadi empat yaitu, bureucratic
influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer.

Kemampuan ekonomi dan militer sebuah negara dapat memengaruhi posisi
tawar (bargaining position) di mata negara lain. Ketika sebuah negara dipandang
kuat oleh negara lain, maka negara lain cenderung akan menentukan sikap terhadap
kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara tersebut. Kekuatan ekonomi dan
militer merupakan dua unsur penting yang memengaruhi kemampuan negara dalam
memberikan pengaruh terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah
satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk mendukung dan menjamin
terwujudnya kepentingan nasional (Winarno, 2011).

Konteks internasional dapat diartikan sebagai perilaku suatu negara terhadap
negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara.
Apabila suatu negara mengeluarkan kebjakan, negara lain cenderung bereaksi
terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Hans J. Morgenthau
mengatakan bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan
internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang
objektif (Coplin & Marbun, 2003, hal. 166). Kepentingan nasional ini dianggap
menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat
digunakan untuk melihat negara mana yang dapat dijadikan teman dan mana negara

yang merupakan lawan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian
ini didasarkan pada data kualitatif yang menunjukkan kualitas mutu dari suatu
fenomena. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
berupa tinjauan pustaka dengan menumpulkan data-data sekunder yang bersumber

dari buku-buku, sejumlah informasi lainnya seperti artikel, laporan, jurnal, internet,



dan sejumlah referensi lainnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.

Pembahasan

Keterlibatan Amerika Serikat dalam TPP berakhir ketika Amerika Serikat
memutuskan untuk keluar. Pada tanggal 24 Januari 2017, Presiden Donald Trump
sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru menandatangani perintah agar
Amerika Serikat keluar dari keanggotaan TPP (Chase, 2017, hal. 8). Menurut
pandangan Trump, TPP akan merugikan bagi warga Amerika Serikat karena
mereka harus bersaing dengan para pekerja dari luar negeri ketika ada lowongan
pekerjaan. Trump menyadari bahwa TPP tidak bisa menjadi alat untuk
meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di Asia-Pasifik. Para kritikus percaya
bahwa mundurnya Amerika Serikat dari TPP dapat berdampak positif terhadap
prospek pekerjaan di Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi negara (Malik,
2018, hal. 22-23).

Keputusan Trump untuk mengundurkan diri dari TPP mengejutkan Jepang
yang telah meratifikasi perjanjian TPP pada 20 Januari 2017. Bagi Jepang, TPP
sangat penting karena TPP adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang dijuluki
Abenomics. Kebijakan ini digunakan untuk memerangi deflasi dan merevitalisasi
ekonomi Jepang. Bergabungnya Jepang dalam TPP merupakan kebijakan dalam
reformasi struktural yang bertujuan untuk merevitalisasi investasi swasta (Takashi,
2018). Jika Amerika Serikat keluar, perjanjian tersebut tidak bisa segera berlaku
dan harus mengalami perubahan dalam isi perjanjiannya.

Abe mengunjungi Washington untuk melakukan pertemuan resmi pertamanya
dengan Trump pada bulan Februari 2017. Dalam pertemuan tersebut, Abe dan
Trump berdiskusi mengenai keluarnya Amerika Serikat dari TPP dan solusi untuk
mencapai tujuan bersama mengenai perdagangan bebas ini. Pertemuan ini
menghasilkan keputusan bahwa Jepang akan memberlakukan TPP walaupun tanpa
keterlibatan Amerika Serikat dan Amerika Serikat tidak akan menentang langkah

ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan Abe mengenai tekad Trump



untuk mundur dari TPP dan pengakuan Amerika Serikat atas keterlibatan Jepang
dalam TPP tanpa Amerika Serikat (Takashi, 2018).

Walaupun Amerika Serikat keluar dari TPP, Jepang memutuskan untuk tetap
bertahan di TPP karena Jepang masih membutuhkan TPP dan menganggap TPP
sebagai kepentingan nasionalnya (Wright, 2018). Selain itu, dalam TPP, Amerika
Serikat sudah bukan kekuatan hegemoni lagi sehingga Jepang bisa mengambil
peran aktif dalam melanjutkan TPP-11 (TPP tanpa Amerika Serikat). Apabila
Jepang tidak mengambil alih kekosongan kekuasaan dalam TPP setelah Amerika
Serikat keluar, maka TPP tidak akan bisa berlanjut dan Jepang harus mengubah

kebijakan perdagangan mereka.

Faktor Internal yang Memengaruhi Bertahannya Jepang Di Trans Pacific
Partnership: Pertimbangan Kondisi Politik Domestik

Kondisi politik dalam negeri dapat berpengaruh terhadap proses
pembuatan kebijakan luar negeri karena kebijakan luar negeri ini merupakan
hasil dari aktivitas aktor politik yang terjadi di dalam negeri. Para aktor dalam
negeri tersebut kemudian saling berinteraksi dan berupaya untuk memberikan
pengaruhnya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri atau dalam istilah
Coplin disebut dengan policy influencer. Policy influencer dapat memberikan
kritik atau saran dalam proses pembuatan kebijakan. Policy influencer meliputi
anggota birokrasi, partai politik, kelompok kepentingan, dan dukungan publik
(Coplin, 1992, hal. 82-91).

Partai politik dapat dengan mudah memberikan pengaruhnya kepada para
pembuat kebijakan. Mereka akan menekan penguasa dan akan menyediakan
orang-orang yang bisa memberikan pengaruhnya pada saat pengambilan
keputusan. Hal ini dilakukan agar kepentingan mereka dapat tercapai. Ketika
sebuah partai berkuasa, akan lebih mudah untuk memengaruhi pemerintah
karena partai yang berkuasa memiliki mayoritas suara terbanyak di
pemerintahan (Duverger, 2014).

Pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan juga datang dari kelompok

kepentingan. Kelompok kepentingan biasanya membuat proposal kebijakan
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baik itu formal maupun informal atau permintaan kepada para politisi yang ada
di suatu partai. Selain permintaan langsung, kelompok kepentingan juga
biasanya membuat siaran pers dan mengartikulasikan tuntutan kebijakan di
situs mereka. Hal ini dirancang untuk memengaruhi para pengambil keputusan
secara tidak langsung dengan cara membentuk opini publik sehingga para
kelompok kepentingan dapat memperoleh dukungan yang lebih luas (Mulgan
A. G., 2015, hal. 144).

Dukungan Liberal Democratic Party agar Jepang bertahan di Trans
Pacific Partnership

Liberal Democratic Party merupakan partai yang saat ini berkuasa di
Jepang. LDP kembali berkuasa di Jepang dari tahun 2012 sampai sekarang
dengan Perdana Menteri Shinzo Abe (Christensen, 2015). LDP menduduki
408 kursi di Diet dari 707 kursi yang ada atau menguasai sekitar 57 persen
Diet. Shinzo Abe mendapat banyak dukungan kuat dari publik Jepang karena
kebijakan ekonominya yaitu Abenomics dapat meningkatkan perekonomian
Jepang di tahun 2013 (Christensen, 2015).

Abenomics telah menjadi pusat administrasi LDP. Kebijakan ini terdiri
dari kebijakan pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan restrukturisasi
ekonomi. Abe memanfaatkan TPP sebagai bagian dari kebijakan
restrukturisasi ekonomi yang akan memaksa munculnya persaingan dan
globalisasi pada industri Jepang (Davis, 2018, hal. 18). Dalam pernyataan
LDP, TPP digunakan sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi
Jepang sehingga TPP merupakan bagian penting dari kepentingan LDP.

Ketika Amerika Serikat keluar dari TPP, dukungan LDP terhadap
keanggotaan Jepang di TPP tidak berubah walaupun TPP tidak akan begitu
signifikan tanpa keterlibatan Amerika Serikat. LDP yang memiliki kendali
kuat di Diet berusaha mendorong Jepang agar meratifikasi perjanjian TPP
yang baru tanpa keterlibatan Amerika Serikat atau yang disebut dengan
CPTPP (Goodman, 2018). LDP terus berusaha mendorong Jepang agar
bertahan di TPP karena TPP merupakan salah satu kepentingan LDP. Apabila
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Jepang tidak bertahan di TPP, maka Jepang harus mencari alternatif lain yang
dapat digunakan untuk mendukung kebijakan perekonomian Jepang.

Usaha LDP ini membuahkan hasil ketika House of Representative Jepang
menyetuji rancangan TPP-11 (revisi TPP tanpa keterlibatan Amerika Serikat)
dan akan meratifikasi TPP-11 (News, 2018). Setelah House of
Representatives menyetujui rancangan TPP-11, House of Councillors Jepang
juga menyetujui rancangan undang-undang mengenai usulan revisi TPP pada
29 Juni 2018 (Yaguchi, 2018). Rancangan TPP-11 ini diadopsi pada saat
sidang paripurna House of Councillors dengan dukungan suara terbanyak dari
LDP dan koalisinya Komeito (Jiji, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa LDP

benar-benar berkeinginan untuk mempertahankan TPP.

Dukungan Japan Business Federation (Keidanren) agar Jepang Bertahan
di Trans Pacific Partnership

Japan Business Federation merupakan organisasi ekonomi yang paling
kuat dalam hal melobi bisnis dan bahkan disebut-sebut sebagai perdana
menteri dalam dunia bisnis (Daimon, 2009). Japan Business Federation
(Keidanren) adalah organisasi ekonomi yang komprehensif dengan
keanggotaan terdiri dari 1.370 perwakilan perusahan dari Jepang, 109 asosiasi
industri nasional dan 47 organisasi ekonomi regional (per 1 April 2018).

Sebagai sebuah organisasi ekonomi yang besar, Keidanren dapat dengan
mudah memberikan pengaruhnya terhadap pemerintah Jepang. Keidanren
memiliki hubungan langsung dengan para pemimpin politik dan dengan LDP
karena Keidanren merupakan salah satu organisasi yang menyalurkan donasi
kepada LDP sehingga dapat memengaruhi politisi secara langsung. Selain itu,
ketua Keidanren dapat berbicara langsung dengan perdana menteri dan
menteri lainnya sehingga sangat memudahkan Keidanren dalam memberikan
pengaruhnya atas kebijakan yang akan dibuat oleh Jepang. Keidanren juga
dapat memengaruhi pemerintah dengan strategi lainnya yaitu dengan
menerbitkan pernyataan publik mengenai proposal dan permintaan kebijakan
(Mulgan, 2015, hal. 144).



Setelah pemerintahan Abe membuat keputusan untuk berpartisipasi
dalam negosiasi TPP pada Maret 2013, Keidanren secara konsisten meminta
kesimpulan dari negosiasi tersebut. Keidanren menganggap keterlibatan
Jepang dalam TPP sangat penting karena TPP dapat membantu Jepang dalam
mengembangkan kemitraan ekonomi yang merupakan elemen penting dari
strategi pertumbuhan ekonomi Jepang. TPP menjadi sarana penting untuk
membuka jalan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas di Asia
Pasifik dan untuk meningkatkan posisi Jepang dalam mempromosikan
perjanjian perdagangan bebas lainnya (Mulgan, 2015, hal. 144-145).

Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari keanggotaan
TPP, Keidanren menyayangkan keputusan Amerika Serikat tersebut,
mengingat partisipasi Amerika Serikat sangat penting bagi perjanjian TPP.
Pernyataan ini tercantum dalam policy proposal yan dirilis oleh Keidanren
dengan judul Seeking the Swift Conclusion of the TPP11 (Keidanren, 2017).
Pernyataan secara lebih rinci mengenai masalah ini adalah sebagai berikut.

“It is regrettable that the United States withdrew from the TPP in
January 2017, as its participation was essential for the agreement to
come into effect. However, in view of the economic and strategic
significance of the agreement with respect to forging stability and
prosperity in the Asia-Pacific region, we should not give up. Rather,
the 11 remaining member countries should move forward to conclude
the TPP (so-called TPP 11) in anticipation of the United States’

eventual return to the agreement in the future.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Keidanren mendorong
agar Jepang tidak boleh menyerah terhadap keanggotaannya di TPP
walaupun Amerika Serikat keluar. Keidanren mendukung Jepang agar tetap
bertahan di TPP mengingat perjanjian tersebut sangat penting bagi
perekonomian Jepang dan sangat strategis untuk menempa stabilitas dan

kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik. Dalam proposal tersebut, Keidanren



juga menyarankan agar meminimalkan perubahan pada perjanjian TPP demi
mempertahankan esensi dari perjanjian yang bersifat komprehensif tersebut.

Faktor Eksternal yang Memengaruhi Bertahannya Jepang Di Trans Pacific
Partnership: Konteks Internasional

Konteks internasional dapat diartikan sebagai perilaku suatu negara
terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu
negara. Apabila suatu negara mengeluarkan kebjakan, negara lain cenderung
bereaksi terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut (Coplin & Marbun,
2003, hal. 166). Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar
negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk melihat
negara mana yang dapat dijadikan teman dan mana negara yang merupakan

lawan.

Menurunnya Kekuatan Hegemoni Amerika Serikat

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat adalah negara
hegemoni. Pasca Perang Dunia Il, Amerika Serikat muncul sebagai satu-
satunya negara dengan kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dominan.
Ketika Uni Soviet akhirnya runtuh pada tahun 1991, hegemoni Amerika
mengalami kesempurnaan. Amerika Serikat duduk di puncak sistem
internasional dan tidak memiliki saingan yang berat untuk memperebutkan
kepemimpinan global (Babones, 2015).

Amerika Serikat mampu mendominasi ekonomi pasca Perang Dunia 1l
karena negara-negara lain contohnya Jepang dan Inggris sedang mengalami
kekalahan pasca perang sehingga perekonomian mereka memburuk. Hal ini
kemudian mendorong Amerika Serikat mengambil peran sebagai negara
dengan kekuatan ekonomi yang besar dan membuat Amerika Serikat
bertanggung jawab dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian dunia
(Hussein, 2013, hal. 86).
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Kekuatan hegemoni Amerika Serikat kini mengalami penurunan akibat
Amerika Serikat menghadapi banyak tantangan militer, politik, dan ekonomi.
Perekonomian Amerika Serikat mulai menurun ketika Amerika Serikat
melakukan intervensi secara militer. Perang Iraq sendiri menghabiskan biaya
sekitar USD 3 triliun. Kerugian ini kemudian ditutup dengan pinjaman-
pinjaman dalam rangka memperbaiki sistem finansial mereka. Akan tetapi,
hal ini mengakibatkan utang Federal menjadi defisit. Menurut Stephen Walt,
tantangan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat saat ini bukanlah
munculnya negara lain yang memiliki kekuatan besar dan merupakan lawan
bagi Amerika Serikat, melainkan akumulasi utang, mengikisnya
infrastruktur, dan ekonomi yang lesu (Vilchez, 2016).

Menurunnya dominasi Amerika Serikat di dunia global juga semakin
terlihat dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru yaitu Donald
Trump. Sebagai seorang populis sayap kanan dan ultra-nasionalis, Trump
mengkampanyekan America First sebagai wacana politik utamanya dengan
harapan bisa membuat Amerika Serikat menjadi hebat kembali. Namun,
kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh administrasi Trump ini
cenderung merusak Amerika Serikat (Ataman, 2018).

Setelah Trump menjabat, Trump mengeluarkan kebijakan untuk menarik
diri dari perjanjian-perjanjian internasional yang mana kebijakan ini
berkontribusi pada sikap isolasi Amerika Serikat dari dunia luar dan
mengakibatkan peningkatan persaingan dan ketegangan antara kekuatan
global. Salah satu kebijakan tersebut adalah keputusan Amerika Serikat untuk
menarik diri dari TPP. TPP merupakan sebuah perjanjian yang menargetkan
kerja sama ekonomi antara negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat
(Ataman, 2018). Meskipun Amerika Serikat akan tetap menjadi pemain
ekonomi utama di kawasan Asia Pasifik, tetapi keputusan Amerika Serikat
untuk keluar dari TPP melambangkan akhir dominasi global Amerika Serikat
(Narine, 2017, hal. 2).

Amerika Serikat telah kehilangan perannya sebagai pemimpin dalam

TPP dan menciptakan kekosongan kekuasaan dalam perdagangan di Asia
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(Stevenson & Rich, 2017). Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi
terbesar, Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam TPP dan juga
memimpin dalam perdagangan global. Kekosongan kekuasaaan yang
diciptakan oleh Trump ini membuat negara lain seperti China dan Jepang
berkeinginan untuk mengisinya (Takashi, 2018). Keinginan ini juga didasari
atas menurunnya kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan Amerika Serikat

bukanlah satu-satunya kekuatan hegemoni di TPP.

Peluang Jepang Sebagai Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Regional

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP telah memberi Jepang lebih banyak
ruang untuk menjalankan kepemimpinannya. Ruang yang diberikan oleh
Amerika Serikat ini dapat menjadi kesempatan bagi Jepang untuk membuat
aturan dalam mencapai persetujuan dengan mitra TPP yang tersisa (Mulgan,
2018). Tindakan Jepang dalam memimpin TPP ini didasari atas fakta bahwa
keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang menjadi negara dengan

kekuatan ekonomi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut.

ANGGOTA TPP BERDASARKAN GDP
. DI TAHUN 2015
Singapura
1%

1%

0% 4%
Chile
New Zealand 1%
1% Amerika Serikat
Malaysia . 65%
1%  Ccanada \‘
5%  Brunei
0%
Australia

*dalam milyar USD

5%
Sumber : World Bank

Grafik 1. 1. Anggota TPP Berdasarkan GDP Tahun 2015
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ANGGOTA TPP-11 (CPTPP) BERDASARKAN GDP
DI TAHUN 2017
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Grafik 1. 2. Anggota TPP-11 Berdasarkan GDP Tahun 2017

Di tahun 2015, Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan
ekonomi terbesar di TPP karena kehadirannya mencakup 65 persen total GDP
negara anggota. Kemudian, Jepang merupakan negara dengan kekuatan
ekonomi terbesar kedua dengan mencakup 16 persen dari total GDP. Akan
tetapi, ketika Amerika Serikat keluar pada tahun 2017, negara-negara yang
bertanan di TPP merupakan negara dengan perekonomian menengah.
Negara-negara tersebut merupakan negara yang GDP-nya berada di bawah
Jepang. Kondisi ini kemudian membuat Jepang menjadi negara dengan
kekuatan ekonomi terbesar di TPP dengan kehadirannya yang mencakup 46
persen gabungan GDP anggota. Kondisi inilah yang memudahkan Jepang
untuk mengambil peluang dan memainkan peran kunci dalam memimpin
negosiasi TPP (Yoshida, Nagata, & Martin, 2018).

Jepang menyadari bahwa TPP tanpa keterlibatan Amerika Serikat masih
merupakan perjanjian perdagangan bebas yang penting. Total gabungan
produk domestik bruto dari TPP tanpa Amerika Serikat (CPTPP) adalah 13,5
triliun dolar atau 13,4 persen dari GDP global dengan pendapatan per kapita
lebih dari 19.000 dolar AS. Meskipun ini secara signifikan lebih kecil dari
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TPP 12 (TPP dengan Amerika Serikat) yaitu 28 triliun dolar AS atau 36
persen dari PDB global, CPTPP masih menjadi salah satu perjanjian
perdagangan terbesar di dunia. The North American Free Trade Agreement
(NAFTA) berjumlah sekitar 20 triliun dolar AS; Uni Eropa 19 triliun dolar
AS; Mercosur Amerika Selatan 3,5 triliun dolar; the Association of Southeast
Asian Nations Free Trade Area (AFTA) 2,5 triliun dolar AS; dan Common
Market for Eastern and Southern Africa (COMSEA) 655 miliar dolar AS.
Meskipun lebih kecil dari sebelumnya, CPTPP jelas merupakan salah satu
perjanjian perdagangan terbesar di dunia (Torrey, 2018).

TPP tanpa Amerika Serikat tetap merupakan pilihan terbaik untuk
memajukan integrasi ekonomi regional sesuai dengan prinsip-prinsip umum
tatanan perdagangan liberal yang ada. Perjanjian ini menghubungkan 11
negara di kawasan Asia-Pasifik yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili,
Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.
Perjanjian perdagangan bebas ini menyediakan akses perdagangan dan
investasi yang lebih bebas di antara anggotanya. CPTPP merepresentasikan
langkah yang signifikan untuk memperertat hubungan perdagangan dan
investasi di kawasan Asia-Pasifik dan menetapkan standar baru untuk
perdagangan regional. Ratifikasi CPTPP akan memiliki konsekuensi penting,
baik positif maupun negatif, untuk kepentingan ekonomi Amerika Serikat di
kawasan Asia Pasifik (Goodman M. P., 2018). Perjanjian TPP masih akan
tetap signifikan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggota
dengan cara mengubah tujuan pasar mereka ke negara-negara dengan pasar
menengah seperti Australia dan Vietnam (Gramer, 2017).

Inisiatif Jepang dalam memimpin negosiasi mengenai TPP ini dibuktikan
dengan peran Jepang sebagai ketua negosiator dalam serangkaian pertemuan
para negosiator di Hakone pada bulan Juli lalu, diikuti pertemuan yang lain
pada bulan September, dan Oktober kecuali untuk pertemuan di Sydney pada
bulan Agustus. Pemerintah Jepang secara resmi menyatakan bahwa Jepng
merupakan negara yang memimpin diskusi TPP. Selain itu, Jepang

merupakan negara yang paling banyak menjadi tuan rumah saat perundingan.
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Dari total delapan pertemuan mengenai negosiasi TPP, empat pertemuan
diantaranya diadakan di Jepang (Takashi, 2018). Hal ini juga menunjukkan

keseriusan Jepang dalam memimpin TPP tanpa Amerika Serikat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa Keputusan Jepang untuk bertahan di TPP ini dipengaruhi oleh
dua faktor, faktor yang pertama yaitu pertimbangan kondisi politik dalam negeri.
Kebijakan Jepang bertahan di TPP dipengaruhi oleh aktor dari partai politik dan
kelompok kepentingan. Partai politik yang saat ini berkuasa di Jepang yaitu LDP
sangat menginginkan Jepang untuk tetap berada di TPP karena TPP adalah bagian
dari kebijakan utama mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dukungan
berupa mayoritas suara di Diet ketika pemerintah Jepang mendiskusikan mengenai
rancangan TPP yang baru. Selain dari partai politik, dukungan dari kelompok
kepentingan juga berpengaruh dalam kebijakan Jepang bertahan di TPP. Kelompok
kepentingan tersebut adalah Japan Business Federation. Kelompok kepentingan ini
mengeluarkan policy proposal yang berjudul Seeking the Swift Conclusion of the
TPP11. Inti dari policy proposal tersebut meminta pemerintah Jepang untuk tidak
menyerah dan tetap bertahan di TPP mengingat perjanjian tersebut sangat penting
bagi perekonomian Jepang dan sangat strategis untuk menempa stabilitas dan
kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik.

Faktor kedua yang memengaruhi kebijakan Jepang bertahan di TPP adalah
pertimbangan konteks internasional. Keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan
TPP, justru membuat Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.
Kondisi Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di TPP inilah
yang memudahkan Jepang untuk memainkan peran kunci dalam memimpin
negosiasi TPP dan memberikan pengaruhnya terhadap negara lain di TPP agar tetap
bertahan. Kesungguhan Jepang dalam memimpin TPP tanpa Amerika Serikat ini
dibuktikan dengan peran Jepang sebagai ketua negosiator dalam serangkaian
pertemuan para negosiator. Selain itu, Jepang juga merupakan negara yang paling

banyak menjadi tuan rumah ketika negosiasi mengenai TPP ini berlangsung.
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